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Abstrak
 

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Pemerintah pada

bulan Maret 2006 telah mensahkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama. Pada UU Peradilan Agama yang baru terjadi perluasan kewenangan seperti diatur

dalam pasal 49, semula Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan;

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah diperluas

termasuk ekonomi syariah dan khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dalam bidang pidana.

Dalam bidang perekonomian syariah, termasuk Perbankan Syariah Pemerintah telah mensahkan UU No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tidak hanya untuk mereka yang beragama Islam (Muslim) tetapi

juga terbuka untuk yang beragama selain Islam (non-Muslim). Perbankan Syariah mempunyai dua kegiatan

utama yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana (pembiayaan). Dalam kegiatan pembiayaan, walaupun

telah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah tetap dapat menimbulkan perselisihan hingga sengketa yang

harus diselesaikan melalui pengadilan. UU Perbankan Syariah telah mengatur penyelesaian sengketa pada

pasal 55, tetapi pada kenyataannya masih terjadi perbedaan pendapat tentang lembaga/pengadilan yang

berwenang menyelesaikannya.

......To fulfill the need of law for Indonesia society who is predominant Muslims, the government on March

2006 ratified The Law No. 3 of The Regarding the Amandement to Law No. 7 of the 1989 concerning The

Religious Judicature. The current law of the Religious Judicature is accomodating the extension of the

power as arranged on article No. 49. Previously the Religious Judicature wa responsible for and charge of

investigation, made a decision and settled the cases of the first stage among Muslims such as : marriages,

matters pertaining to inheritances, wills and bequetsts executed under the islamic law, but now property

donated for religious or community use alms are expanded including sharia economy and particulary in the

province of Naggroe Aceh Darussalam the criminal cases are also covered. In economy sharia including

Sharia Banking, the government ratified the Law No. 21 of the 2008 regarding Sharia Banking.. Not only

does it serve for Muslim but also for No-Muslims. Sharia Banking has two main activities, namely, raising

the capitals and allocating the capitals (financing). Although the allocating capitals are executed based on

sharia principles, there is likely disagreement to occur so that the dispute shall be settled in a court. The law

of Sharia Banking has regulated to deal with dispute on article No. 55, but in fact, the differences still occur

regarding the institution or court which hav authority to settle the dispute.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20323510&lokasi=lokal

